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c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik Daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
barang milik Daerah.

(6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71
(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
b. pengelolaan pertambangan rakyat.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi
berdasarkan kewenangan Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak
swasta,
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Pasal 72

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan
tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat,
perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di
lembaga pendidikan.

Pasal 73

(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah
pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang
izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Provinsi dalam
rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di
bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. orang perseorangan yang merupakan penduduk
setempat; atau
b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk
setempat.

Pasal 74
(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pemberian Perizinan Tertentu.

(2) Wajib Retribusi
pribadi atau bada
undangan diwaji
Retribusi atas pe

Perizinan Tertentu merupakan orang
N yang menurut peraturan perundang-

bkan untuk melakukan pembayaran
mberian Perizinan Tertenty.

Pasal 75

(1) Tingkat Pénggunaan jasa atas
Tertentu  merupakan jumlah pen
dijadikan dasar alokasi
Pemerintah Daerah untuk
bersangkutan,

pelayanan Perizinan
ggunaan jasa yang
beban biaya yang dipikul
penyelenggaraan jasa yang
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(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan:

a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan  frekuensi  penyediaan  pelayanan
dan/atau jangka waktu pelayanan; dan

b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur
berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan,
atau formula yang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 76

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruhbiaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan
dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin
mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai
penggunaan tenaga kerja asing.

(4) Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1),
biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada kementerian di bidang energi dan sumber daya

mineral”” T ’ R e ey [ T easiie ==

minera

Pasal 77

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi.

Pasal 78

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan
untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
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(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain
rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus
dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan
oleh menteri yang  menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan
perpajakan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perda ini.

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif
yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-
undanganmengenaipenggunaantenagakerjaasing.

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus pelayanan pengelolaan
pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

(9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs

yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib
Retribusi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 79

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
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Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut
dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 80

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

c. pembayaran dan penyetoran,;

d. pelaporan;

e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan
ketetapan,;

f. pemeriksaan Pajak;

g. penagihan Pajak dan Retribusi;

h. keberatan;

i. gugatan;

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh
Gubernur; dan

.

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha
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Pasal 81

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, Kkeringanan, dan pembebasan atau
penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau
sanksi nya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur
berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak
terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab
lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan
kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan
faktor-faktor antara lain:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh
Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi; dan/atau

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian
daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan.
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(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam
peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 82

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan
diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur
dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan

Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 83
(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk

dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi
untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan
bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan

faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan
ayat (5).
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Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 84

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
antara paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat
terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek
Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek
terdampak bencana alam, kebakaran,
Kerusuhan dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
carakeringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok Pajak atay pokok
Retribusi, dan/atau sanks;i nya diatur dengan Peraturan

Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
mengenai Pajak dan Retribusi.

Pajak yang
huru hara,

Pasal 85

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pémungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melaluj APBD,

(3) Tata cara pemberian  dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pemanfaatan  insentif

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 86
(1) Gubernur dap

at  memberikan kemudahan
daerah kepada

Wajib Pajak, berupa :
4. perpanjangan batas
Pajak; dan/atay
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak

Terutang.

perpajakan

waktu pembayaran atay pelaporan
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(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Gubernur.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak
Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak
mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada
waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak
yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran pokok pajak yang ditunda disertai bunga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pajak dan Retribusi.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

- 40 -

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) meliputi:
a. Bencana alam;

b. kebakaran;
c. Kerusuhan missal atau huru-hara; dan/ atau

d. Wabah penyakit.

(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
cara pemberian kemudahan perpajakan Provinsi diatur
dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 87

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Gubernur untuk memberikan keterangan kepada
pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
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